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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Badung  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 8 November 1997, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat

kediaman di Perum xxxxxxxxxxxx, Jalan xxxxxxxxxxxx

xxx/xxx,  Lingkungan  xxxxxxxxxxxx,  Kelurahan

xxxxxxxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxxxxxxx,  Kabupaten

Badung, Provinsi Bali, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 8 Juli 1980, agama Islam,

pekerjaan  Wiraswasta,  pendidikan  SLTA,  tempat

kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT/RW xxx/xxx, Desa

xxxxxxxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxxxxxxx,  Kabupaten

Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19

Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada

hari  itu  juga  dengan  register  perkara  nomor  13/Pdt.G/2021/PA.Bdg,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:
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1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melangsungkan  perkawinan

dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Songgon, Kab/Kota

Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 15 Oktober 2018, sesuai

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:  480/011/X/2018,  tertanggal 15 Oktober

2018;

2. Bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  dilangsungkan

berdasarkan  kehendak  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  membentuk

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;   

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir

di  Perum  xxxxxxxxx,  Jalan  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  /  xxxxxxxxx,  Br/Link,

xxxxxxxxx,  Desa/Kel  xxxxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxxxx,  Kabupaten

Badung, Propinsi Bali dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu)

orang anak yang bernama:

a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal,

11 JULI 2020;

4. Bahwa  awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis,  namun  sekitar bulan  Desember 2019  antara  Penggugat  dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

yang disebabkan:

a. Antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi keributan hanya karna

masalah  kecil  seperti  Penggugat  meminta  Tergugat  untuk  berhenti

merokok  namun  Tergugat  marah  dan  berkata  cerewet  kepada

Penggugat; 

b. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak

dari  bulan Januari  2020 sampai dengan sekarang terhadap istri  dan

anak; 

c. Tergugat  tidak  ada  perhatian  terhadap  keluarga  seperti  lebih

mementingkan keinginan pribadi; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Januari

tahun 2020 di  mana Tergugat  pergi  untuk meninggalkan Penggugat  dan

anak, sehingga sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat

dan Tergugat; 
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6. Bahwa pada tanggal  23 Januari  2020 ibu Tergugat  menemui Penggugat

dan keluarga dengan maksud menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak

sanggup  lagi  untuk  melanjutkan  hubungan  rumah  tangga  dengan

Penggugat; 

7. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

hukum yang berlaku.

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  diatas  Penggugat mohon  kepada

Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Badung  Cq.  Majelis  Hakim  yang

menyidangkan  perkara  untuk  memeriksa  dan  mengadili  serta  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  cara

menasihati  Penggugat  agar  tetap  mempertahankan  rumah  tangganya  serta

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi

tidak berhasil;

Bahwa  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  maka

mediasi  atas  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  olehnya  itu  pemeriksaan

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan
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membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya

tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat,

nomor xxx/011/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018, yang dikeluarkan

Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  xxxxxxxxxx,  Kabupaten

Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal

dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Elektronik  (KTP-el)  atas  nama

Penggugat,  NIK  xxxxxxxxxxxxxxxx,  tertanggal  7  Juni  2016,  yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Badung.  Bukti  surat  tersebut  telah  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  di-

nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf

Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. Saksi  1,  SAKSI  1  PENGGUGAT,  umur  40  tahun,  agama  Islam,

pendidikan  SMA,  pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat

tinggal  di  Gang  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx  Nomor  xxxxxxxxx,  Kelurahan

xxxxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxxxx,  Kabupaten  Badung,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah bibi dari Penggugat;
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 Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan

suami istri;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Perum xxxxxxxxx, Jalan xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxx,

Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Badung;

 Bahwa  selama  pernikahan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai  seorang  anak  perempuan  yang  bernama  ANAK

PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam

keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil pada

akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak rukun dan harmonis  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran; 

 Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat  dan Tergugat

disebabkan  karena  Tergugat  tidak  senang  atas  kehamilan

Penggugat;

 Bahwa  Tergugat  pernah  pernah  menyampaikan  kepada  saksi

mengenai ketidaksenangannya atas kehamilan Penggugat karena

kehadiran anak hanya akan membuat Tergugat repot;

 Bahwa Penggugat  dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat

Penggugat hamil usia kehamilan 3 bulan;

 Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kelihatan datang

menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat dan anak Penggugat;

 Bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  Penggugat  sudah  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

 Bahwa  pihak  keluarga  Tergugat  pernah  datang  untuk

menyerahkan  Penggugat  kembali  kepda  keluarga  Penggugat

karena Tergugat sudah tidak sanggup melanjutkan rumah tangga

dengan Penggugat;
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 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat;

2. Saksi  2,  SAKSI  2  PENGGUGAT,  umur  20  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan  Pelajar,  bertempat  tinggal  di  Jalan  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx

Nomor xxxxxxxxx, Perum xxxxxxxxx, Lingkungan xxxxxxxxx, Kelurahan

xxxxxxxxx,  Kecamatan  xxxxxxxxx,  Kabupaten  Badung,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah adik kandung Penggugat;

 Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan

suami istri;

 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di Perum xxxxxxxxx, Jalan xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxx,

Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Badung;

 Bahwa  selama  pernikahan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai  seorang  anak  perempuan  yang  bernama  ANAK

PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam

keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat hamil pada

akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak rukun dan harmonis  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran; 

 Bahwa  penyebab  pertengkaran  dan  perselisihan  antara

Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  masalah  Tergugat  tidak

senang atas kehamilan Penggugat;

 Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat

dan  menyampaikan  jangan  hamil  dulu  karena  akan  membuat

Tergugat repot;

 Bahwa setelah mengetahui kehamilan Penggugat, Tergugat tidak

pernah  mengantar  Penggugat  untuk  kontrol  kehamilan  di  bulan

kedua dan ketiga;
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 Bahwa Penggugat  dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan

Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat

Penggugat dalam keadaan hamil usia kehamilan 3 bulan;

 Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat

tidak  pernah  memberikan  nafkah  kepada  Penggugat  dan  anak

Penggugat;

 Bahwa  keluarga  Penggugat  pernah  mendatangi  Tergugat  ke

Banyuwangi  untuk  merukunkan Penggugat  dan Tergugat,  namun

Tergugat tidak mau kembali rukun bersama Penggugat;

 Bahwa saksi  pernah menasihati  Penggugat untuk bersabar dan

kembali rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak

berhasil;

 Bahwa  saksi  tidak  sanggup  mendamaikan  Penggugat  dan

Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  Penggugat  dalam  kesimpulannya  menyatakan  tetap  pada

gugatannya  dan  tidak  akan  mengajukan  sesuatu  apapun  lagi  serta  mohon

putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa proses mediasi  sebagaimana yang diamanatkan

oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tidak  dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak

Penggugat  agar  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai,  sebagaimana

dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg  junctis Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama junctis Pasal

39  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ternyata  tidak  berhasil,

Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

cerai  adalah  bahwa  sejak  bulan  Desember  2019  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus-menerus

yang disebabkan:

a. Antara  Tergugat  dan  Penggugat  sering  terjadi  keributan  hanya  karna

masalah kecil seperti Penggugat meminta Tergugat untuk berhenti merokok

namun Tergugat marah dan berkata cerewet kepada Penggugat;

b. Tergugat  sudah tidak  memberikan nafkah untuk  Penggugat  dan anak

dari Bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang terhadap istri dan anak;

c. Tergugat  tidak  ada  perhatian  terhadap  keluarga  seperti  lebih

mementingkan keinginan pribadi;

Selanjutnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Januari

tahun 2020 di mana Tergugat pergi untuk meninggalkan Penggugat dan anak,

sehingga  sejak  saat  itu  tidak  ada  lagi  komunikasi  antara  Penggugat  dan

Tergugat sehingga saat ini Penggugat berketatapan untuk mengajukan gugatan

cerai kepada Tergugat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Surat  Edaran Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Majelis  membebani
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Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti  surat bertanda P-1  dan P-2, serta 2

(dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan

oleh Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen  di Kantor

Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)

Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  1985  tentang  Bea

Meterai juncto Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut telah

memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  bukti  P-1  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

aslinya merupakan akta autentik,  telah bermeterai  cukup dan cocok dengan

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan perkawinan pada tanggal  15 Oktober 2018 tercatat di Kantor

Urusan  Agama Kecamatan  Songgon Kabupaten  Banyuwangi Provinsi  Jawa

Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P-1 maka terbukti  Penggugat

dan  Tergugat  telah  mempunyai  hubungan  hukum  sebagai  suami  istri  sah,

sehingga  Penggugat  telah  mempunyai  legal  standing dalam  mengajukan

gugatan ini,  serta  masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai  pihak-

pihak dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P-2  (Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk

Elektronik Penggugat) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan

cocok  dengan  aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  mengenai

identitas Penggugat yang meliputi  nama, tempat tanggal lahir,  jenis kelamin,

alamat,  golongan  darah,  agama,  status  perkawinan,  pekerjaan,  dan

kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P-2  telah  terbukti Penggugat

bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang berdasarkan

ketentuan Pasal  4  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan

daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka dengan berdasarkan pada

Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Pengadilan

Agama Badung berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  SAKSI  1  PENGGUGAT dan  SAKSI  2  PENGGUGAT,  keduanya  telah

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa  saksi 1 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat,

dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah  terlebih  dahulu,

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat

(1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan beserta penyebabnya dan

pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

diatur  dalam Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat,

dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah  terlebih  dahulu,

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat

(1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan beserta penyebabnya dan

pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta

relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
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diatur  dalam  Pasal  Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut

memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

 Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal

309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  alat  bukti

surat P-1 dan P2, serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan

fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai

seorang anak;

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis

namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan

harmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

 Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena

Tergugat tidak senang atas kehamilan Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari

2020 atau pada saat Penggugat hamil usia kehamilan 3 bulan;

 Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat

dan anak Penggugat;

 Bahwa  Majelis  Hakim,  pihak  keluarga  Penggugat,  serta  kedua  saksi

Penggugat telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

 Bahwa  Penggugat  telah  berketetapan  hati  untuk  bercerai  dengan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
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2. Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin komunikasi

sebagaimana layaknya suami istri sejak usia kehamilan 3 bulan Penggugat

atau sejak bulan Januari 2020;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang,  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pecah

sedemikian  rupa  dan  tidak  mungkin  dapat  dirukunkan  lagi,  sehingga  tujuan

perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal  berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)

dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum

Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-

Rum ayat 21 yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia

menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa  tentram  kepadanya,  dan  menjadikan  diantaramu  rasa  kasih  dan

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”; 

Menimbang,  bahwa meskipun  dalam hukum Islam maupun  peraturan

perundang-undangan,  perceraian  hendaknya  dihindari,  karena  perceraian

adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila

di  dalam  perkawinan  antara  suami  istri  sudah  tidak  ada  kedamaian  dan

kepercayaan,  apalagi  dalam  perkara  ini  antara  suami  istri  sudah  berpisah

tempat  tinggal  dan  sudah  tidak  ada  komunikasi  yang  harmonis  antara

keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi

dalam  rumah  tangga  atau  dengan  kata  lain  rumah  tangga  tersebut

dipertahankan  juga  maka  keburukannya  (madharatnya)  lebih  banyak  dari

kebaikannya  (maslahatnya)  sedangkan  menolak  keburukan  haruslah

diutamakan daripada mengambil  kebaikan sebagaimana  kaidah hukum  yang

berbunyi:

المصالح      جلب على مقدمّ المفاسد درء

Artinya:  ”Menolak  kerusakan  harus  lebih  didahulukan  dari  pada  menarik

kemaslahatan”.
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Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan “dalam hal perceraian

tidak  perlu  dilihat  tentang  siapa  yang  telah  menyebabkan  terjadinya

perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain.

Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri  apakah masih dapat

dipertahankan atau tidak”. (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 tanggal

18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama

yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Manhaj al-Thulab: Juz 6 halaman 346 yang berbunyi:

طلقة القاضى عليها طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد وإن

Artinya:  “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri  kepada

suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan

talak satu”;

2. Kitab  Madaa  Hurriyati  az-Zaujaini  fi  ath-Thalaaqi  fi  asy-Syari’ati  al-

Islamiyyati Juz I halaman 83 yang berbunyi: 

الحياة تضطرب حين الطلق نظام السلم اختار وقد

الربطة تصبح وحيث صلح ول فيهانلئح ينفع يعد ولم الزوجين

يحكم أن معناه الستمرار لن روح غير من صورة الزوج

.العدالة روح تأباه وهذا المؤبد بالسجن الزوجين أحد على

Artinya :  “Islam memilih lembaga talak/cerai  ketika rumah tangga sudah

dianggap  goncang serta  dianggap sudah tidak  bermanfaat  lagi

nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh

(hampa),  sebab  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum

salah satu suami istri  dengan penjara yang berkepanjangan. Ini

adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis

berkesimpulan  gugatan  Penggugat telah  beralasan  hukum  sesuai  dengan

ketentuan Pasal  39  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1 Tahun 1974  tentang

Perkawinan  dan telah terbukti  memenuhi  alasan  perceraian berdasarkan
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ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum, maka gugatan Penggugat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai

dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i: 

فلم المسلمحححين حكححام من حححاكم الى دعى من

 لحه ححق ل ظحالم فهو يجب
Artinya:    “Seseorang  yang  dipanggil  Hakim  (Pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang sebagai orang yang zalim dan tidak ada hak baginya.”

(Ahkamul Qur’an II: 405);

Menimbang,  bahwa  terhadap  petitum  angka  1  gugatan  Penggugat,

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan

Penggugat  telah  cukup  alasan  dan  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat

tidak  dapat  dirukunkan  lagi.  Untuk  itu  gugatan  Penggugat  patut  untuk

dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, oleh

karena Penggugat  belum  pernah  bercerai  dengan  Tergugat,  maka  petitum

gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap

Penggugat  telah  tepat  karena talak  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Agama,

sehingga  berdasarkan ketentuan  Pasal  119  angka  (2)  huruf  (c)  Kompilasi

Hukum  Islam,  Majelis  Hakim  mengabulkan  gugatan  Penggugat  dengan

menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Badung adalah talak satu ba’in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam,  mantan  istri  (Penggugat)  meskipun  dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  mantan  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai pembebanan

biaya perkara, oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka
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berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu  ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  Pengadilan Agama Badung pada hari Rabu tanggal  24 Februari 2021

Masehi  bertepatan dengan tanggal  12  Rajab 1442 Hijriah,  oleh  Awaluddin,

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hafifi, Lc., M.H. dan Muhammad Ridwan

Firdaus,  S.H.I., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Dra.

Aminatus  Solichah sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hafifi, Lc., M.H.

Ketua Majelis,

Awaluddin, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.
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Panitera Pengganti,

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya:
1. Pendaftaran : Rp 50.000,00
2. Proses : Rp 30.000,00
3. Panggilan : Rp 510.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 630.000,00
(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)
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